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yang terjadi di masyarakatterkaitkegiatanhutang-piutangtersebut.  Sepertiyang 
dilakukanoleh para pengrajin dan pengepul gula kelapa di Desa Cikembulan Kecamatan 
Pekuncen Kabupaten Banyumas. Dalam transaksinyahutang-piutang yang 
dilakukanolehpengrajindanpengepulgulakelapainiterdapatpersyaratan-persyaratan yang 
memberatkansalahsatupihakdandalampengembalianhutangdenganmenggunakangulakela
pa yang dilebihkanberatnya, terdapatunsurribadalampraktiktersebut. Hal inilah yang 
menjadi dasar penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik hutang-piutang dan 
bagaimana tinjauan hukum Islam dalam praktik tersebut. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field reaserch) yang bersifat 
kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Cikembulan 
Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Pendekatanpenelitiannya 
yaituYuridisSosiologis.Subjek dalam penelitian ini adalah para pengrajin dan pengepul 
gula kelapa.  Objek penelitiannya, praktik hutang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh 
pengrajin dan pengepul gula kelapa di Desa Cikembulan Kecamtan Pekuncen Kabupaten 
Banyumas. Sumber data primer diambil dari pengrajin dan pengepul gula kelapa. 
Sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku yang terkait dengan kajian penelitian. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi dengan analisis data yaitu menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. 
Dalampraktiknya, hutang-piutang antara pengrajin dan pengepul gula kelapadi 
Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dilakukan dengan akad 
lisan. Pengrajin meminta ijin kepada pengepul untuk berhutang dan pengepul 
memberikan uang sebagai alat hutang-piutang dengan memberikan  tiga syarat di awal 
transaksi yaitu syarat yang pertama berkaitan dengan pengembalian hutang-piutang, 
syarat yang kedua berkaitan dengan adanya penambahan berat pada pembayaran hutang-
piutang, dan syarat yang ketiga berkaitan dengan keharusan penjualan gula kelapa 
kepada pengepul gula kelapa. Ditinjau dari segi hukum Islam adalah tidaksah dan belum 
sesuai dengan syariat Islam.Dikarenakan pada awal transaksi terdapat persyaratan-
persyaratan yang harus dilaksanakandanmemberatkan salah satu pihak. Dan terdapat 
unsur riba dalam pembayaran hutangnya. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah di 
muka bumi, dibebani kewajiban untuk saling membantu dan bekerjasama 
terutama dalam melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan persamaan dan 
persaudaraan. Kesadaraan inilah yang kemudian harus diakui oleh manusia 
bahwa seluruh kekayaan yang tidak lain merupakan amanah Allah yang 
dititipkan kepada manusia agar dinikmati dan dimanfaatkan sesuai 
ketentuannya. 
Maka dari itu, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak mungkin 
dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya (need and wants) tanpa ada 
hubungan dan ikatan dengan orang lain. Seseorang akan memberikan apa 
yang dimiliki dan kemudian akan memperoleh sesuatu yang bermanfaat dari 
orang lain, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Islam 
telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia 
maupun di akhirat.  
Dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bersama, 
hal ini manusia dituntut untuk melakukan usaha dan bekerja. Dalam Islam 
pun sudah diatur, bahwasannya manusia dituntut untuk bekerja dan 
memanfaatkan apa yang ada di bumi sehingga menjadi rizki yang baik. 




melangsungkan kehidupannya dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, 
tanpa harus menunggu bantuan dari orang lain atau masyarakat lain.  
Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang 
terdiri atas Aqidah, Syariah dan Akhlak yang bersumber dari al-Qur’an dan 
as-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah Syariah. 
Syariah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh 
Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hambaNya, 
mengatur segala aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, sosial, 
polotik, eknomi dan sebagainya. 
 Islam juga mengajarkan adanya empat pilar dasar dalam menjalani 
hidup dalam menghindari kemudharatan yaitu sifat menjaga agama, jiwa, 
akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara 
pencipta dan makhluk-Nya.
1
 Dalam hal menjaga harta tentunya pada aspek 
ekonomi, salah satu yang diatur oleh syariat Islam adalah ekonomi Islam. 
Konstruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang 
dibangun di atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam yang 
dibatasi oleh syariat Islam.
2
 
Dalam aspek ekonomi Islam, hubungan antara manusia dengan 
manusia diatur dalam masalah muamalah. Pengertian muamalah sendiri 
menurut Rasyid Ridha yang dikutip oleh Qomarul Huda adalah tukar-
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Sarpini, TinjauanMaslahah terhadap Metode Istinbath Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
Tentang Asuransi Jiwa, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, Vol 2. No. 1, Juni 2019. 
Hlm.23. Diakses melalui 
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volkgeist/article/view/1961/1980 pada 27 Oktober 
pukul 16.00 WIB. 
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menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah 
ditentukan. Dengan begitu bisa diartikan dalam arti sempit adalah aturan-
aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan 




Dalam bermuamalah manusia telah diberi keleluasaan untuk 
menjalankannya. Namun, keleluasaan itu bukanlah berarti semua cara dapat 
dikerjakan. Terlepas dari keleluasaan tersebut, masalah muamalah juga 
berkembang dan mengalami berbagai perubahan sesuai tempat dan waktu, tetapi 
perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-
kesulitan bagi para umat yang menjalankannya. Untuk menjamin keselarasan dan 
keharmonisan antar sesama dibutuhkan dasar-dasar hukum yang mengaturnya. 
Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An Nisa’ (4) : 29 yang berbunyi: 
َأ ْنَت ُكون َِِت ار ًةَع ْنَت  ر اضَ يَ  ن ُكْمَبِاْلب اِطِلَِإَلَّ َت ْأُكُلواَأ ْمو ال ُكْمَب  ي ْ َآم ُنواََل  اَأ ي ُّه اَالَِّذين   
يًمار حََِِبُكمََْك انَ َاللَّهَ َِإنَََّۚ  َأ نْ ُفس ُكمََْت  ْقتُ ُلواَو َل ََۚ  ِمْنُكْمَ  
Artinya : 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” 




Ayat diatas menjelaskan bahwasannya dalam keseharian, hubungan 
anatara manusia dengan manusia khususnya dalam hal bermuamalah haruslah 
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 Qomarul Huda, Fiqh Mu’amalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 8. 
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menerapkan prinsip sukarela, karena dengan sukarela tersebut tidak ada pihak 
yang merasa di dzalimi. 
Dalam bermuamalah dikenal adanya akad yaitu suatu perbuatan yang 
sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-
masing pihak atau perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan akad 
dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad. Menurut teori 
fikih klasik, suatu akad akan bernilai sah/benar jika telah terpenuhi 
rukun/unsur akad yaituadanya dua orang yang berakad, barang yang menjadi 
obyek akad, dan ijab kabul.
5
 
Terbentuknya suatu perjanjian dalam Islam memiliki rukun-rukun, 
adapun rukun-rukun perjanjian menurut para ulama ada 4 macam, yaitu: 
6
 
1. Para pihak yang melakukan perjanjian, sebuah perjanjian tidak mungkin 
terjadi tanpa ada pihak-pihak yang mau melaksanakan perjanjian tersebut. 
2. Formula perjanjian (pernyataan kehendak masing-masing pihak yang 
disebut dengan ijab dan Kabul). Formula perjanjian adalah kehendak para 
pihak untuk membuat suatu perjanjian karena dengan adanya kehendak 
dari pihak-pihak, maka lahirlah kesepakatan yang pada akhirnya akan 
ditulis dalam perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak. 
3. Objek perjanjianadalah sesuatu yang akan disepakati oleh para pihak 
dalam perjanjian yang dibuat. 
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Ridwan.”Rekonstruksi Ijab dan Kabul Dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online”, Al-
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Abd Somad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: 




4. Kausa akad, adanya sebab akibat yang halal dari terbentuknya perjanjian 
yang akan disepakati oleh para pihak. Untuk poin keempat ini merupakan 
tambahan dari ahli-ahli hokum Islam modern. Untuk sementara para ahli 
hokum Islam klasik hanya menyebutkan tiga rukun pertama. 
Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah diantaranya 
adalah hutang - piutang. Biasanya orang melakukan kegiatan ini karena 
terpaksa untuk memenuhi kebutuhannya ataupun berdasarkan faktor lain. 
Pada dasarnya hutang - piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang 
dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal itu.
7
 
Hukum hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat 
Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang 
lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, 
karena didalamnya terdapat pahala yang besar. Pada dasarnya telah menjadi 
sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-
menolong antara yang satu dengan yang lainnya.
8
 
Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong, Sebagimana tercermin 
dalam Q.S Al Maidah (5):2 yang berbunyi : 
َُتُِلُّواَش ع ائَِ َآم ُنواََل  َآمِّني َي اَأ ي ُّه اَالَِّذين  ِئدَو َل  َاْلق َل  َاْْل ْدي َو َل  َاْلْ ر ام َو َل  َالشَّْهر  َاللَِّهَو َل  ر 
ْمَو رِْضو انًاَ َاْلْ ر ام َي  ْبت  ُغون َف ْضًَلَِمْنَر ِّبِِّ ََي ْرِم نَُّكمََْو َل ََۚ  َف اْصط اُدواَح ل ْلُتمََْو ِإذ اَۚ  اْلب  ْيت 
َۚ  و نُواَع ل ىَاْلِبَِّو الت َّْقو ٰىَو ت  ع اَۚ  َت  ْعت ُدواَأ نََْاْلْ ر امََِاْلم ْسِجدََِع نََِص دُّوُكمََْأ نََْق  ْومَ َش ن آنَُ
ثََِْع ل ىَت  ع او نُواَو َل َ َاْلِعق ابََِش ِديدََُاللَّهَ َِإنَََّۚ  َاللَّهَ َو ات َُّقواَۚ  َو اْلُعْدو انََِاْْلِ  
                                                             
7
Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet. I, (Jakarta: 
Sinar Grafika , 1994) hlm. 136. 
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Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu melanggar 
syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan 
haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid 
(hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu 
orang-orang yang mengunjungi Baitulharam, mereka mencari kaunia dan 
keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka 
bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum 
karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam mendorongmu 
berbuat melampaui batas (kepada mereka) “Dan tolong-menolonglah kamu 
dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al Maidah (5):2. 
 
Bahwasannya ayat tersebut menjelaskan tentang prinsip tolong-
menolong dalam hal baik dan janganlah tolong-menolong dalam hal 
kemungkaran dimana pada hal ini memberikan hutang kepada orang yang 
sedang membutuhkan merupakan sebagian dari tolong-menolong yang baik. 
Dalam fiqih, istilah hutang disebut dengan qardh. Wahbah al-Zuhaili, 
dalam kitab al-Mu’amalat al-Maliyah al Mu’asirah, menjelaskan arti 
qardhsecara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, al-qardhberarti sebagian 
(al-qath’) karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik 
pihak yang memberi pinjaman.
9
Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata 
qaradhayang merupakan sinonim dari kata qatha’aartinya memotong. 
Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian 
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Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Tabarru’, (Bandung: 
Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 75. 
10
Asmaji Muchtar, Dialog Lintas Madzhab Fiqh Ibadah dan Muamalah, (Jakarta: Amzah, 




Adapun arti qardhmenurut istilah fiqh adalah harta yang diberikan 
kepada orang lain (yang sama kamu ambil darinya) untuk dimanfaatkan. Atau 
dengan kata lain suatu akad khusus untuk penyerahan suatu harta kepada 
orang lain untuk ia kembalikan dengan harta yang sama.
11
 Sebagaimana 
firman Allah SWT, dalam Q.S al-Baqarah ayat 245 sebagai berikut:  
َك ِثري ًةَ ًناَف  ُيض اِعف ُهَل ُهَأ ْضع افًا َو إِل ْيهََِو ي  ْبُسطََُي  ْقِبضََُو اللَّهََُۚ  م ْنَذ اَالَِّذيَيُ ْقِرُضَاللَّه َق  ْرًضاَح س 
 تُ ْرج ُعونَ 
Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 
baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat 
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah 
menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu 
dikembalikan.” 
Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang meminjam sejumlah 
uang kepada orang lain adalah seseorang yang sedang dalam kesulitan. Maka, 
bagi muslim lain yang kebetulan dalam keadaan lebih baik sangat dianjurkan 
untuk dapat membantunya dengan memberikan pinjaman semata-mata untuk 
menutup kesulitan tersebut. 
Definisi hutang-piutang yang lebih mendekati kepada pengertian yang 
mudah dipahami ialah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada 
waktunya dengan nilai yang sama. Kata “penyerahan harta” di sini mengandung 
arti pelepasan pemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada 
waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk 
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Muhammad, Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari’ah Mudharabah dalam Wacana 
Fiqh dan Prktik Ekonomi Modern, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Ilmu 




sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “Berbentuk 
uang” di sini mengandung arti uang yang dinilai dengan uang.
12
 
Hukum qardhmengikuti hukum taklifi, terkadang boleh, terkadang 
makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan 
caramempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. 
Para ulama telah menyepakati bahwa al qardhboleh dilakukan. Kesepakatan 
ulama ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa 
pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki 
segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, hutang-piutang sudah 
menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini.
13
 
Rukun dan ketentuan dalam melakukan akad qardhmenurut ulama 
Hanafiah hanya ada satu, yaitu pernyataan, penawaran, dan persetujuan  
(sighat, ijab, dan qabul). Sedangkan jumhurulama menyatakan para pihak 
yang berakad dan objek akad merupakan rukun akad. Rukun akad qardh, 
yaitu muqridh (da’in), yaitu pihak yang memberi pinjaman harta atau yang 
memiliki piutang (hak tagih), muqtaridh (madin), yaitu pihak yang menerima 
pinjaman harta atau yang memiliki hutang ( wajib bayar), qardh (al-ma’qud 
‘alaih), yaitu harta yang dipinjamkan dan wajib dikembalikan kepada 
pemilik, dan sighat al-‘aqdyaitu pernyataan ijab dan qabul.
14
 
Akad dalam qardh pada dasarnya adalah akad tolong-menolong, 
bertujuan untuk meringankan beban orang lain dan tidak diperkenankan 
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mengambil keuntungan dari akad tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, 
banyak orang yang beragama Islam melaksanakan praktek hutang-piutang dalam 
berbagai hal. Dalam pandangan yang terbatas fenomena ini dapat disaksikan pada 
masyarakat Desa Cikembulan kecamatan Pekuncen kabupaten Banyumas yang 
mayoritas penduduknya beragamaIslam. 
Dikalangan warga masyarakat desa Cikembulan Kec. Pekuncen praktek 
hutang-piutang sudah menjadi hal yang sangat wajar dan lumrah, apalagi dengan 
berbagai macam mata pencaharian dan keadaan ekonomi warga, seperti halnya 
hutang-piutang yang sering dilaksanakan antara pengepul dan pengrajin gula 
kelapa di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas tersebut 
dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:  pengrajin gula  berhutang uang 
kepada juragan atau pengepul dan pengepul memberikan syarat yaitu pengrajin 
yang berhutang harus mengembalikan pinjaman tersebut dengan gula kelapa dan 
harus selalu dijual kepada pengepul tersebut dengan hargadibawah standar.Misal, 
harga 1 kg gula kelapa Rp. 15.000,- berarti ketika pengrajin tersebut meminjam 
uang sebesar Rp. 100.000,- harus dikembalikan dengan barang berbentuk gula 
kelapa sejumlah lebih dari harga Rp. 100.000,- yaitu bisa jadi dikembalikan 
dengan gula kelapa sejumlah 7 kg atau lebih, tergantung kesepakatan antara 
pengepul dan pengrajin gula kelapa tersebut.
15
 
Praktik hutang piutang bersyarat semacam ini sudah menjadi kebiasaan 
warga desa CikembulanKec. Pekuncen yang berprofesi sebagai pengrajin gula 
kelapa. Bagi warga masyarakat ekonomi lemah atau miskin upaya tersebut 
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terpaksa dipenuhi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha dengan 
caraberhutang pada pengepul, meskipun terasa berat harus memenuhi syarat-
syarat yang dipenuhi oleh pengepul, hal inilah yang membuat penulis ingin 
meneliti lebih dalam praktik pinjaman bersyarat tersebut. Yang kemudian 
mencoba menguraikan masalah tersebut dengan bentuk skripsi yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang Bersyarat 
Antara Pengrajin dan Pengepul Gula Kelapa (Studi Kasus di Desa 




B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana praktik pelaksanaan hutang-piutang bersyarat antara pengrajin 
dan pengepul gula kelapa di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen 
Kabupaten Banyumas ? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang bersyarat 
antara pengrajin dan pengepul gula kelapa di Desa Cikembulan Kecamatan 
Pekuncen Kabupaten Banyumas ? 
 
C. Manfaat dan Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan pinjaman bersyarat yang 




Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. 
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terkait praktik pinjaman bersyarat 
yang dilakukan oleh pengrajin dan pengepul gula kelapa di Desa Cikembulan 
Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. 
Hasil penelitian ini diharapkan mendapatkan manfaat praktis maupun 
teoritis yaitu: 
1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk untuk 
memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam artian membangun, 
memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada. 
2. Dari segi empiris, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan dan masukkan khususnya terhadap masyarakat desa 
Cikembulan kecamatan Pekuncen kabupaten Banyumas. 
D. Telaah Pustaka 
Hutang-piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang dikenal dan 
sudah dipraktekan sejak zaman Rasulullah SAW, sampai sekarang pun masih 
dilakukan oleh masyarakat umum. Hal ini juga telah dipraktikan oleh warga 
masyarakat Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas untuk 
saling tolong menolong dalam memenuhi hidup mereka. 
 Penyusun dalam melakukan penelitian ini merujuk pada skripsi-
skripsi sebelumnya, yang terkait diantaranya adalah skripsi dari  saudara Akhmad 
Nurokhiman yang berjudul Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat 
Desa Kebulusan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen (studi komparasi hukum Islam 




Kalijaga Yogyakarta tahun 2010. Skrpsi ini membahas tentang praktik hutang 
piutang yang dilakukan oleh warga Desa Kebulusan Kecamatan Pejagon 
Kabupaten Kebumen dimana dalam praktiknya objek atau barang yang 
digunakan dalam transaksi hutang-piutang tersebut tidak sama yaitu hutang uang 
yang dibayar dengan genting dan dalam fokus penelitiannya yaitu studi 
komparasi atau perbandingan antara hokum Islam dan Hukum Perdata di 
Indonesia dalam menyoroti praktik hutang piutang tersebut. Karena pada 
dasarnya seperti yang sudah ditetapkan dalam al-Qur’an definisi dari hutang-
piutang sendiri yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian 
akan membayar dengan barang atau objek yang sama sesuai yang diterima si 
penghutang.
16
Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas 
tentang perbedaan objek atau barang dalam praktik hutang-piutang tersebut, dan 
perbedaannya adalaha dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada 
permasalahan persyaratan yang dilakukana dalam sebuah praktik hutang piutang 
dalam pandangan hukum Islam. 
Selanjutnya adalah skripsi dari saudara Hasbi yang berjudul Praktik 
Hutang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Binuang 
Kabupaten Poleawali Mandar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 
Alauddin Makassar tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang bagaimana 
pandangan ekonomi syariah dalam praktik hutang-piutang yanag dilakukan oleh 
warga masyarakat di Kecamatan Binuang dimana dalam penelitian ini menyoroti 
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terkait praktik hutang-piutang yang dilaksanakan oleh pihak bank keliling dengan 
warga masyarakat di kecamatan tersebut. Dimana pada praktiknya  pihak bank 
keliling tersebut memberikan pinjaman kepada warga masyarakat dengan suku 
bunga yang tinggi yaitu mencapai 30%.
17
 Persamaan dengan penelitian ini yaitu 
sama-sama membahas tentang pinjaman yang diberikan kepada orang yang 
membutuhkan, dengan pembeda yaitu dalam penelitian ini lebih difokuskan 
kepada pengembalian hutang dengan bunga yang tinggi 
Jurnal yang ditulis oleh Ady Cahyadi yang berjudul “Mengelola Utang 
Dalam Perspektif Islam” hasil penelitiannya menjelaskan bahwa utang adalah 
muamalah yang dibolehkan dalam Islam. Utang dapat membawa seseorang ke 
Surga karena niatnya untuk tolong-menolong sesama manusia. Namun utang juga 
dapat membuat seseorang terjerumus ke dalam api neraka manakal tidak dikelola 
dengan baik. Permasalahan utang piutang sering kali muncul karena adab-adab 
dalam berhutang tidak diperhatikan oleh pemberi utang maupun peminjam. Oleh 
karena itu utang perlulah dikelola dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Islam 
baik yang tertuang dalam Al- Qur’an maupun dalam Al-Hadist sehingga kegiatan 




E. Sistematika Pembahasan 
Dalam bagian ini akan diuraikan garis besar dari skripsi dalam bentuk 
bab-bab, yang secara logis saling berhubungan dan merupakan keutuhan serta 
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mendukung dan mengarah tercapainya dari jawaban pokok permasalahan yang 
telah diajukan. Agar dapat memenuhi sasaran bagaimana yang dikemukakan 
diatas, maka penelitian ini disususn dengan sistematis sebagai berikut: 
Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 
pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, 
metode penelitian, dan sistematika pembahasan, yang fungsinya untuk 
mengarahkan pembaca kepada substansi pembahasan masalah ini. 
Bab kedua berisi tentang tinjauan umum hutang-piutang atau pinjaman, 
yaitu mendeskripsikan tentang pengertian, akad, dasar hukum, rukun dan syarat, 
serta macam-macam hutang piutang atau pinjaman. Sehingga dapat memudahkan 
untuk menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian ini. 
Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang digunakan penulis 
dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meluputi jenis penelitian, sumber 
data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. 
Bab keempat akan membahas tentang praktik hutang piutang bersyarat 
antara pengepul dan pengrajin gula kelapa di Desa Cikembulan Kecamatan 
Pekuncen Kabupaten Banyumas.  
Bab kelima penutup yang berupa kesimpulan dan pembahasan penelitian 








A. Kesimpulan  
1. Praktik hutang-piutang  bersyarat sudah menjadi hal yang sangat melekat 
bagi para pengrajin dan pengepul gula kelapa di Desa Cikembulan 
Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Dalam praktiknya, pengrajin 
yang berhutang kepada pengepul gula kelapa diberikan syarat-syarat yang 
harus dipenuhi, yaitu syarat yang pertama, pengrajin harus mengembalikan 
hutang tersebut dengan gula kelapa, syarat yang kedua dalam pengembalian 
hutang tersebut gula kelapa yang dikembalikan sebagai alat pembayaran 
hutang dilebihkan takarannya. Yaitu setiap meminjam uang seratus ribu 
rupiah diberikan tambahan 1 kg dalam pengembalian dan setiap meminjam 
uang lebih dari atau sampai dengan tiga ratus ribu rupiah diberikan tambahan 
2 kg. Dengan waktu pembayaran setiap satu minggu harus ada gula yang 
dibayarkan kepada pengepul. Untuk syarat yang ketiga adalah pengrajin 
harus menjual gula kelapa tersebut kepada pengepul walaupun sudah 
melunasi hutangnya dengan harga yang lebih rendah dari pasaran. Biasanya 
pengrajin menyepakati hal ini karena mereka merasa akan selalu butuh dan 
adanya  rasa tidak enak kepada pengepul tersebut.  
2. Menurut Perspektif Islam, prinsip dari hutang-piutang adalah tolong 
menolong tanpa adanya syarat apapun yang memberatkan bagi salah satu 




Akan tetapi pada praktiknya, yang dilakukan oleh pengrajin dan pengepul 
gula kelapa ini di awal akad, pengrajin gula kelapa diberikan persyaratan-
pesrsyaratan yang memberatkan. Ditambah lagi dengan adanya unsur 
pemaksaan dimana pengepul memberikan syarat yaitu keharusan menjual 
gula kelapa kepada pengepul walaupun sudah melunasi hutangnya dengan 
harga yang tidak sesuai standar. Selain itu adanya unsur riba dalam transaksi 
hutang-piutang tersebut. Yaitu adanya penambahan berat gula kelapa yang 
dibayarkan sebagai alat pembayaran hutang. Jadi, menurut hemat penulis 
akad dalam praktik hutang – piutang bersyarat antara pengrajin dan pengepul 
gula kelapa di Desa Cikembulan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten 
Banyumas adalah tidak sah atau haram menurut hukum Islam. 
 
B. Saran 
Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yaitu hal yang 
mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam kehidupan sehari-
harinya. Dan prinsip-prinsip muamalah sendiri yaitu adalah harus adanya 
keadilan, dan menjaga kemanan. Dimana disinilah wujud adanya prinsip 
keridhaan dalam sebuah akad yang dianjurkan dalam hukum Islam. Artinya 
manusia ketika menjalankan akad tersebut tidak diperbolehkan melakukan hal-
hal yang di larang dalam syariat Islam. Seperti halnya mengambil manfaat dar 
transaksi atau akad yang dapat merugikan untuk orang lain. Seperti halnya 
praktik pinjaman bersyarat yang dilakukan oleh pengrajin gula kelapa dan 




Banyumas yang masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu 
disempurnakan atau diperbaiki dalam me;lakukan transakis hutang-piutang, baik 
pada akadnya maupun praktik nya yang belum sejalan dengan hukum Islam. 
Agama Islam mengajarkan untuk saling membantu dan menolong sesama 
umat manusia dengan ikhlas dan tanpa pamrih, akan tetapi pada praktiknya yang 
dilakukan oleh pengrajin dan pengepul gula kelapa di Desa Cikembulan 
Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ini malah melakukan praktik hutang 
piutang yang tidak sesuai dengan syariat Isslam, yaitu memberikan syarat-syarat 
dalam transaksi hutang - piutang dimana sudah jelas praktik ini tidak 
menggunakan unsur tolong-menolong yang semestinya. Tetapi pemanfaatan dari 
adanya praktik tersebut dijadikan sebagai lahan bisnis bagi pengepul, yang 
semestinya hal tersebut tidak dilakukan karena merugikan salah satu pihak. Hal 
ini yang seharusnya bisa menjadi koreksi untuk kita semua, bahwasannya masih 
banyak masyarakat yang belum paham terkait transaksi-transaksi yang sesui 
dengan ajaran Islam. Maka dari itu, menurut hemat penulis perlu adanya 
sosialisasi terkait hal tersebut kepada masyarakat awam. Dan juga pemahaman – 
pemahaman terkait praktik – praktik mumalah yang sekiranya sering dilakukan 
oleh masyarakat yang harusnya sesuai dengan syariat Islam. Agar dalam 
melakukan transaksi hutang-piutang tersebut bisa menjadi pahala yang baik 







C. Kata Penutup 
Dengan mengucap rasa syukur dengan segala kemudahan yang telah 
Allah SWT berikan karena dengan segala rahmat, hidyah, inayah-Nya dan hanya 
dengan ijin- Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Namun, 
tentunya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal tersebut semata-mata 
dikarenakan keterbatasan pengetahuan dana pengalaman penulis. Untuk itu, saran 
dan kritik yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan demi lebih 
sempurnanya skripsi ini. 
Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat, khususnya 
bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya, serta dapat menjadi 
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